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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehaadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat 

dan rahmatNya, Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten Manggarai Timur 2023 telah diselesaikan dengan baik. 

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan langkah-

langkah strategis, komprehensif dan berkelanjutan agar berdampak signifikan terhadap 

penurunan angka kemiskinan. Oleh karena itu, Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) 

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur 2023 perlu disusun agar 

penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih terarah dan tepat sasaran. 

Melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah (Kabupaten dan Kabupaten/Kota). TKPK 

Daerah ini berfungsi sebagai mitra kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) dan salah satunya bertugas untuk menyusun Rencana Aksi 

Tahunan (RAT). 

. Akhirnya, Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten Manggarai Timur 2023 ini bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya 

serta secara khusus berguna bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam upaya 

merealisasikan percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur 

guna mewujudkan Manggarai Timur yang Sejahtera, Berdaya, dan Berbudaya (Matim 

Seber). 

 

 

 

Borong, 30 Desember 2022 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan 

memerlukan langkah – langkah penaganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu 

dan menyeluruh. Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggunjawab 

pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang akan 

berdayaguna secara efektif jika penanganannya dilakukan Lintas sektor dan menjadi 

tanggungjawab multipihak, serta terkoordinasi dengan baik, sehingga ada sinergi 

dalam Pelaksanaan Program – program Penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan 

dengan komitmen Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

/ Sustainable Development Goals (SDGs) dimana salah satu tujuan utama yang ingin 

dicapai didalamnya adalah Tanpa Kemiskinan, maka pemerintah berkomitmen 

melakukan upaya – upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan secara 

berkelanjutan. 

Dalam pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan didaerah, diperlukan 

penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan 

program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Selain itu juga 

diperlukan koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam perumusan dan 

penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan penguatan 

kelembagaan di tingkat Nasional, di tingkat Kabupaten maupun ditingkat 

Kabupaten/Kota. 

Dalam rangka sinkronisasi dan upaya mewujudkan sinergitas pelaksanaan 

program serta pembuatan Laporan Rencana Aksi Tahunan Kemiskinan Daerah (RAT) 

Tahun 2023, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 

Kabupaten Manggarai Timur tahun 2022, sesuai Keputusan Bupati Manggarai 

Timur nomor : HK/10/Tahun 2022, tanggal 3  Januari 2022, Tugas Tim tersebut 

adalah memberikan dukungan Administrasi teknis, memberikan data dan informasi 

penanggulangan kemiskinan, menyiapkan dan menyusun Rencana Aksi Tahunan, 

Laporan Triwulan TKPK dan agenda kerja tahunan  serta bahan kebijakan lainnya 

yang menyangkut kemiskinan.  

TKPK Kabupaten Manggarai Timur diharapkan mampu menjembatani setiap 

Satuan Kerja dilingkungannya untuk konsisten melakukan program kegiatan yang 
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berbasis pada penanggulangan kemiskinan daerah sehingga target pengurangan 

angka kemiskinan yang telah ditetapkan didalam Rencana Pembangunan dapat 

tercapai. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Dokumen Rencana Aksi Tahunan Kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur 

Tahun 2023, disusun dengan maksud: 

1. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan TKPK Kabupaten Manggarai Timur 

dalam percepatan Penanganan Kemiskinan di tahun 2023; 

2. Memberikan gambaran Rencana Aksi Kemiskinan dan pelaksanaan koordinasi 

dalam implementasi intervensi program dan kegiatan dalam percepatan 

Penanganan Kemiskinan di tahun 2023; 

3. Memberikan gambaran permasalahan dan Rencana Aksi Tahunan Kemiskinan 

Tahun 2023 yang dihadapi dalam upaya penanganan kemiskinan; 

4. Memberikan gambaran harapan yang akan dating dalam upaya percepatan 

Penanggulanagan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur. 

Adapun tujuan penyusunan Rencana Aksi Tahunan Kemiskinan Kabupaten 

Manggarai Timur Tahun 2023 (RAT) adalah : 

1. Sebagai bahan analisa dan konsolidasi internal Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Manggarai Timur; 

2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan perencanaan tindak lanjut 

penanggulangan kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur; 

3. Sebagai dokumen laporan pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Manggarai Timur. 

 

1.3 Landasan Hukum 

1. Undang – undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah –daerah 

tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 

122.tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);Undang – undang 

Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5235); 
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2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten 

Manggarai Timur di Kabupaten Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4752); 

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presdiden Nomor 15 tahun 2010 

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2015 nomor 199); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahgun 2020 tentang Tata Kerja dan 

Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794); 

6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 341); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 

2019 – 2024; 

1.4 Sistimatika Penulisan 

Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK) 

Kabupaten Manggarai Timur tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Maksud dan Tujuan 

1.3. Landasan Hukum 

1.4. Sistematika Penulisan 
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2. BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

2.1. Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 

2.2. Koordinasi Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan 

2.3. Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan 

3. BAB III CAPAIAN DAN ANALISIS 

3.1. Presentase Penduduk Miskin 

3.2. Jumlah Penduduk Miskin 

3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan 

3.4. Indeks Keparahan kemiskinan 

3.5. Garis Kemiskinan 

3.6. Program Penanggulangan Kemiskinan 

4. BAB IV PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

4.2. Saran 



5 
 

BAB II  

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

 

 

2.1 Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) 

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah maka sesuai amanat 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 perlu dibentuk Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan di daerah (baik Kabupaten maupun Kabupaten/Kota). 

Menindaklanjuti hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah 

membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Manggarai 

Timur melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. HK/10/ Tahun 

2022 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Manggarai 

Timur Tahun 2022 dengan Bupati sebagai penanggungjawab dan Wakil Bupati 

sebagai Ketua. Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten Manggarai Timur Tahun 

2022 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Susunan Keanggotan TKPK Kabupaten Manggarai Timur 

Tahun 2022 

NO.                   
JABATAN 

KEDUDUKAN DALAM TIM 

1. Bupati Manggarai Timur Penanggungjawab 

2. Wakil Bupati Manggarai Timur Ketua 

3. Sekretaris Daerah Kabupaten 
Manggarai Timur 

Wakil Ketua 

4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten 

Manggarai Timur 

Sekretaris 

5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten 
Manggarai Timur 

Wakil Sekretaris  

6. Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Manggarai Timur 

Wakil Sekretaris  

7. Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Manggarai 
Timur 

Wakil Sekretaris  

8. Asisten Administrasi  Pemerintah dan 
Kesra Setda Kabupaten Manggarai 
Timur 

Koordinator kelompok 
pengelola program bantuan sosial 
dan jaminan sosial terpadu 
berbasis rumah tangga,keluarga 

atau individu 
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8.1 Kepala Dinas Sosial Kabupaten 
Manggarai Timur 

Anggota 

8.2 Kepala Dinas PUPR Kabupaten 
Manggarai Timur 

Anggota 

8.3 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten 
Manggarai Timur 

Anggota 

8.4 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Manggarai Timur 

Anggota 

8.5 Kepala bagian Pemerintahan dan 
Kesra Setda Kabupaten Manggarai 
Timur 

Anggota 

8.6 Kepala Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 
Bappelitbangda Kabupaten Manggarai 
Timur 

Anggota 

8.7 Kepala Bidang Penelitian dan 
Pengembangan Bappelitbangda 

Kabupaten Manggarai Timur 

Anggota 

9. Asisten Administrasi Perekonomian 
dan Pembangunan Setda Kabupaten 
Manggarai Timur 

Koordinator kelompok 

pengelola program 
pemberdayaan masyarakat dan      
penguatan      pelaku usaha mikro 
dan kecil 

9.1 Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi 
dan UKM Kabupaten Manggarai Timur 

Anggota 

9.2 Kepala Bagian Perekonomian dan 
Pembangunan Kabupaten Manggarai 
Timur 

Anggota 

9.3 Kepala Bidang Perekonomian, SDA, 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

Anggota 

 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten merupakan wadah 

koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten dengan tugas melakukan koordinasi penanggulangan 

kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penangulangan kemiskinan di 

kabupaten. Adapun fungsinya sebagai berikut: 

a. penyusunan dan rencana aksi Kabupaten/Kota; 

b. melakukan koordinasi penyusunan rancangan RKPD Kabupaten/kota di bidang 

Penanggulangan Kemiskinan; 

c. melakukan koordinasi program bidang Penanggulangan Kemiskinan; 

d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;  

e. menyusun instrument pemantauan, dan pelaporan hasil pemamntauan 

pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan; 

f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan; 
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Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, TKPK 

Kabupaten Manggarai Timur di bantu oleh  Tim Sekretariat TKPK Kabupaten yang 

berada pada perangkat daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan 

di Kabupaten Manggarai Timur dan perangkat daerah yang menjalankan fungsi 

tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Sekretariat TKPK Kabupaten Manggarai Timur 

dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur No. 

BP4D.050.13/SK/PPM.012/01/2022dengan susunan keanggotaan Sekretariat TKPK 

Kabupaten Manggarai Timur tersebut adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 2.2 

Susunan Keanggotan Sekretariat TKPK Kabupaten Manggarai 
Timur Tahun 2022 

 

NO.                JABATAN KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

1. Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten 
Manggarai Timur 

Kepala 

2. Kepala bagian Administrasi Pemerintahan 
dan Kesra Setda Kabupaten Manggarai Timur 

Wakil Kepala 

3. 
Kepala Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia Bappelitbangda 
kabupaten Manggarai Timur 

Anggota 

4. 
Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan 
dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda 
kabupaten Manggarai Timur 

Anggota 

5. 
Analis Perencana Strategis Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
Bappelitbangda kabupaten Manggarai Timur 

Anggota 

 

Menurut Permendagri No. 53 Tahun 2020, tugas dari Sekretariat TKPK 

Kabupaten antara lain    adalah : 

a. memberikan dukungan administasi teknis; 

b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan; 

c. menyiapkan bahan RKPD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan 

d. memberikan dukungan  bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur. 
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2.2 Koordinasi Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan 

Tugas pokok dari TKPK Kabupaten adalah melakukan melakukan koordinasi 

penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penangulangan 

kemiskinan di kabupaten. Sesuai dengan tugas pokoknya maka TKPK Kabupaten 

Manggarai Timur telah melakukan beberapa kegiatan koordinasi lintas sektor dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur. Selain itu 

kegiatan-kegiatan koordinasi ini penting untuk sinkronisasi program 

penanggulangan kemiskinan dan memastikan tidak adanya tumpang tindih antar 

program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan lintas sektor. Kegiatan- 

kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh TKPK Kabupaten Manggarai Timur telah 

melibatkan Perangkat daerah  terkait. Kegiatan-kegiatan yang  bersifa koordinasi ini 

penting dilakukan untuk membangun kesepahaman antar sektor yang terlibat 

dalam upaya penanggulangan kamiskinan di Kabupaten Manggarai Timur. 

2.3 Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan 

Monitoring dan evaluasi dilakukan TKPK bersama dengan PD terkait dari 

setiap program kegiatan. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, monitoring dan 

evaluasi akan dilakukan terhadap: 

1. Monitoring terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan 

yang ada di setiap bidang PD. 

2. Monitoring terhadap program-program penanggulangan kemiskinan bersasaran. 

3. Evaluasi terhadap output program-program penanggulangan kemiskinan yang ada 

di setiap bidang PD. 

4. Evaluasi terhadap capaian indikator-indikator (outcome) kemiskinan.  

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Manggarai 

Timur melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah dapat dilakukan secara internal oleh PD Pemerintah Kabupaten 

Manggarai Timur, serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), dengan 

prinsip: obyektif, transparan, partisipatif, akuntabilitas, efisien, efektif, ketepatan 

waktu, ketersinambungan, serta berbasis pada indikator kinerja. 
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BAB III  

CAPAIAN DAN ANALISIS 

 

 

3.1. Persentase Penduduk Miskin 

Presentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur selama 5 

Tahun dari   Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 (periode Maret/Semester I) 

dapat dilihat pada Grafik 3.1 berikut ini: 

Grafik 3.1. 
Persentase Penduduk Miskin di 

Kabupaten Manggarai Timur    Periode 
2019-Maret 2022 

 

 

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai Timur Maret 2022, diolah. 

 

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur bersifat fluktuatif 

dimana pada tahun 2019 Persentase penduduk miskin di Kabupaten manggarai 

Timur sebesar 26,49 %, kemuadian mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 26,52 

% dan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 26, 50 % dan pada tahun 2022 

mengalami penurunan sebesar 1.15 % denag persentsenya adalah 25,35%. 

3.2. Jumlah Penduduk Miskin 

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 1.131,62 ribu orang, 

menurun 14,7 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 37,7 ribu orang 

terhadap Maret 2021. Perkembangan jumlah Penduduk miskin dari Tahun 2013 

sampai dengan Maret Tahun 2022 di Kabupaten Manggarai Timur dapat di lihat pada 

Grafik 3.2 berikut ini: 

26.49 26.52 26.5

25.35

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
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Grafik 3.2 
Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribu) 
di Kabupaten Manggarai Timur  Periode 

2019-2022 

 

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai Timur Maret 2022 

 

Grafik diatas menggambarkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manggarai 

Timur dari tahun 2019 – 2022 bersifat fluktuatif, dimana pada tahun 2019 jumlah 

penduduk mikin sebesar 75.830 orang, mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 

76.690 orang , dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2021 sebesar 77.170 orang, 

kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 74.550 orang. Pada 

Tahun 2022, penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan sejumlah faktor, di 

mana pada 2022 pertumbuhan ekonomi naik menjadi 3.74 % dibanding tahun 2021 

sebesar 2,31% dan tahun 2020 sebesar 0,81%.  

 

3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan 

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan 

pengeluaran masing- masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin 

tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis 

kemiskinan. Indeks kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur dari Tahun 2019 

sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Grafik 3.3. berikut : 

 

 

 

 

 

75.83

76.69

77.17

74.55

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
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Grafik 3.3 

Indeks Kedalaman Kemiskinan 
Kabupaten Manggarai Timur Periode 

2019-2022 

 

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai Timur Maret 2022, diolah. 

 

Indeks kedalaman kemiskinan (yang sering dinotasikan dengan P1) merupakan indeks 

yang merepresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk 

mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis 

kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada tingkat 

garis kemiskinan) atau merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran 

masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi 

nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis 

kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur pada 

Tahun 2022 sebesar 5,27 poin naik dari Tahun sebelumnya sebesar 4,96 poin, hal ini 

menunjukan penurunan kemampuan masyarakat miskin dalam memperoleh atau 

memenuhi kebutuhan dasarnya. 

 

3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan 

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran 

pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi 

ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan 

Kabupaten Manggarai Timur dari Tahun 2019 sampai  dengan Tahun 2022 dapat 

dilihat pada Grafik 3.4 sebagai berikut : 

 

 

4.74

4.5

4.96

5.27

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
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Grafik 3.4 
Indeks Keparahan Kemiskinan 

Kabupaten Manggarai Timur Periode 
2019-2022 

 

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai Timur Maret 2022, diolah 

 

Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) merupakan suatu indeks 

yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara 

penduduk miskin atau) merupakan ukuran kemiskinan yang memberikan bobot yang 

lebih besar kepada masyarakat yang lebih miskin. Indeks keparahan kemiskinan di 

Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2022 sebesar 1,5 poin, naik dari Tahun 

sebelumnya sebesar 1,32.  

Kenaikan Indkes kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Manggarai 

Timur memberikan sinyal bahwa kerentanan penduduk miskin Kabupaten Manggarai 

Timur masih perlu diwaspadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan 

Kabupaten Manggarai Timur merupakan permasalahan penting yang perlu menjadi 

prioritas pembangunan 

3.5. Garis Kemiskinan 

Garis kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur dari Tahun 2019 sampai 

dengan Tahun 2022 ditunjukan pada Grafik 3.5. sebagai berikut : 

Grafik 3.5 

Garis Kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur 

 

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai Timur, diolah 

1.15
0.99

1.32
1.5

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

318.762

344.642

373.972

411.670

Tahun 2019

Tahun 2020
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Tahun 2022



13 
 

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum 

yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama 

sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). 

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum 

untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per 

hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-

padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, 

buah-buahan, minyak dan lemak, dll). 

 Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran 

minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan 

dan kesehatan. Garis kemiskinan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 411.670, hal ini 

menunjukan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita dalam sebulan sebesar Rp. 

411.670. Penduduk di Kabupaten Manggarai Timur di katakan miskin jika rata-rata 

pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. 

3.6. Program Penanggulangan Kemiskinan 

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus berupaya melakukan percepatan 

penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program kegiatan yang pengentasan 

kemiskinan di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Program penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, 

antara lain : 

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur; 

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur; 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur; 

4. Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur; 

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Timur; 

6. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur; 

7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Timur; 

8. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Manggarai Timur; 

 

Berbagai kebijakan diambil dalam upaya meminimalisir beban penduduk miskin 

yang dituangkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel 

3.1 berikut : 
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Tabel 3.1 

Matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Manggarai 

Timur Tahun 2023 
 

DINAS PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN TARGET LOKASI  PAGU 
ANGGARAN  

1   2 3 4 5 6 7 8           9                         

1 Dinsos Rehabilitasi 
Sosial 

Rehabilitasi 
Sosial Dasar 
Penyandang 
Disabilitas 
Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, 
serta 
Gelandangan 
Pengemis di Luar 
Panti Sosial 

1. Penyediaan 
Permakanan 

Persentase 
penyandang 
disabilitas 
terlantar, anak 
terlantar, lanjut 
usia terlantar, 
serta 
gelandangan 
pengemis di luar 
panti soaial 

Persen 100% 8 Desa                       
189,999,600  

Perlindungan 
dan Jaminan 
Sosial 

Pengelolaan data 
Fakir Miskin 

1. Pengelolaan data fakir 
miskin cakupan daerah 
kabupaten/kota 

Jumlah 
Keluarga Miskin 
Yang Menjadi 
Peserta 
PKH 

KK 26000 
KK 

12 Kecamatan                       
25,120,000  

2. Fasilitasi Bantuan 
sosial kesejahteraan 
keluarga 

Jumlah 
Keluarga Miskin 
yang Menerima 
BPNT 

KK 27000 
KK 

12 Kecamatan                           
2,440,000  

3. Fasilitasi Bantuan 
Pengembangan Ekonomi 
Masyarakat 

Jumlah KUBE 
Masyarakat 
Miskin 
yang Mendapat 
Bantuan 

Kelompok 1 
Kelompok 

1 Desa                           
2,440,000  
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2 DINAS PUPR Pengelolaan 
Sumber Daya 
Air 

Pengembangan 
dan Pengelolaan 
Sistem Irigasi 
Primer dan 
Sekunder Pada 
Daerah Irigasi 
yang luasnya 
dibawah 1000 
Ha dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Peningkatan  Jaringan 
Irigasi Permukaan 

Panjang 
Jaringan Irigasi 
Permukaan 
yang 
Ditingkatkan 

Meter 920 M 9 Desa/ 
Kelurahan 

                  
5,743,350,000  

Pengelolaan dan 
pengembangan 
sistem 
penyediaan air 
minum 

Pengelolaan dan 
pengembangan 
SPAM di daerah 
Kabupaten/Kota 

Perluasan SPAM jaringan 
perpipaan di kawasan 
perkotaan 

Persentase 
jumlah rumah 
tangga yang 
mendapatkan 
akses terhadap 
air minum 
melalui SPAM 

jaringan 
perpipaan dan 
bukan jaringan 
perpipaan 
terlindungi 
terhadap rumah 
tangga seluruh 
kabupaten 

Persen 100% 6 Desa/ 
Kelurahan 

                
10,392,227,650  

Pengelolaan dan 
pengembangan 
sistem air 
limbah 

Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem Air 
Limbah 
Domestik dalam 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pembangunan/penyediaa
n sub sistem pengelolaan 
setempat 

Jumlah Rumah 
Tangga 
yang memiliki 
Tangki 
Septik 

Unit 2153  
Unit 

33 Desa                   
8,043,000,000  

Penyelenggaraa
n Jalan 

Penyelenggaraan 
jalan 
kabupaten/kota 

Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan 
yang 
Dilakukan 
Rekonstruksi 
Jalan 

Km 473.5 Km Kab. Manggarai 
Timur 

             
171,769,000,00 
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3 Dinas 
Pertanian 

Penyediaan dan 
Pengembangan 
Sarana 
Pertanian 

1. Pembangunan 
sarana pertanian 

1. Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Jalan Usaha 
Tani 

Jalan Usaha 
Tani yang 
Dibangun, 
Direhabilitasi 
dan 
Dipelihara 

Unit 12 Unit 12 
Desa/Keluraha
n 

                  
1,000,000,000  

2. Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana 
Pertanian Lainnya  

Jumlah 
Prasarana 
Pertanian 
Lainnya yang 
Dibangun, 
Direhabilitasi 
dan 
Dipelihara 

Unit 7 Unit 7 Desa/ 
Kelurahan 

                  
1,960,620,000  

Penyediaan dan 
Pengembangan 
Sarana 
Pertanian 

1. Pengawasan 
Penggunaan 
Sarana 
Pertanian 

Pengawasan Penggunaan 
Sarana Pendukung 
Pertanian Sesuai 
dengan Komoditas, 
Teknologi dan Spesifik 
Lokas 

Jumlah 
Produksi 
Pertanian Lahan 
Kering , Jumlah 
Produksi 
Pengembangan 
Intensifikasi 
Padi 
Palawija/Jagun
g , Jumlah Hasil 
Produksi 
Jagung Dari 
Unit Pengolahan 
Hasil Komoditi 
Tanaman 
Pangan 

Ton 50 Ton 3 Desa                   
4,660,160,000  

2. Pengelolaan 
Sumber Daya 
Genetik (SDG) 
Hewan, 
Tumbuhan,  dan  
Mikro  
Organisme  
Kewenangan 
Kabupaten/ 
Kota 

Peningkatan Kualitas SDG 
Hewan/Tanaman 

Jumlah 
Produksi Beni 
Sebar Unggul 
Tanaman 
Pangan 
Bersertifikat 
(Jagung) 

Ton 6 Ton Kelurahan Pota                         
15,000,000  
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4 Dinas 
Kesehatan 

Upaya 
Pemenuhan 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Penyediaan 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan untuk 
UKM dan UKP 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

1. Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Hamil 

Jumlah Ibu 
Hamil yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Sesuai Standar 

Orang 291 
Orang 

12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                  
4,459,156,382  

    2. Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Bersalin 

Jumlah Ibu 
Bersalin 
yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 

Kesehatan 
Sesuai Standar 

Orang 278 
Orang 

12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                  
1,687,086,218  

    3. Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Bayi Baru 
Lahir 

Jumlah Bayi 
Baru Lahir 
yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Sesuai Standar 

Orang 264 
Orang 

12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                      
842,877,378  

    4. Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Balita 

Jumlah Balita 
yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 

Sesuai Standar 

Orang 207 
Orang 

12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                  
5,247,490,079  

    5. Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Pendidikan Dasar 

Jumlah Anak 
Usia 
Pendidikan 
Dasar yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Sesuai Standar 

Orang 396 
Orang 

12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                  
1,836,195,844  
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    6. Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Produktif 

Jumlah warga 
usia 15 
tahun ke atas 
yang 
melakukan 
skrining 
kesehatan 

Orang 11716 
Orang 

12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                  
1,566,854,433  

    7. Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Lanjut 

Jumlah 
Penduduk Usia 
Lanjut yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Sesuai Standar 

Orang 221 
Orang 

12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                  
3,114,717,078  

    8. Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

umlah Desa 
Stunting 
Jumlah 
Dokumen Hasil 
Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

Desa 9 Desa 9 Desa                   
7,730,290,982  

    9. Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Lingkungan 

umlah 
Dokumen Hasil 
Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Lingkungan 

 
  12 Kecamatan 

se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                  
2,109,816,431  

    10. Pengelolaan Pelayanan 
Promosi Kesehatan 

Jumlah 
Penduduk yang 
mendapatkan 
pelayanan 
promosi 
kesehatan 
sesuai 
standar 

orang 12509 
Orang 

12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                  
2,109,816,431  
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    11. Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Diabetes Melitus 

Jumlah 
Penderita 
Diabetes Melitus 
yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Sesuai Standar 

Orang 72 orang 12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                      
330,598,260  

    12. Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
Gangguan 
Jiwa Berat 

Jumlah Orang 
yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Orang dengan 
Gangguan Jiwa 
Berat 
Sesuai Standar 

Orang 10 orang 12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                  
1,292,368,049  

    13. Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang Terduga 
Tuberkulosis 

Jumlah Orang 
Terduga 
Menderita 
Tuberkulosis 
yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Sesuai 
Standar 

Orang 30 orang 12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                      
575,841,828  

    14. Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
Risiko 
Terinfeksi HIV  

Jumlah sasaran 
dengan 
resiko terinfeksi 
HIV 
yang mendapat 
pelayanan dasar 
sesuai 
standar 

Orang 136 
orang 

12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                      
346,374,500  
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    17. Pengelolaan Surveilans 
Kesehatan  

Jumlah Desa 
yang 
disurvey 
berpotensi 
KLB dan 
dilakukan 
penyelidikan 
epidemiologi 

Desa 9 Desa 9 Desa                   
1,378,370,014  

    18. Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat  

Jumlah 
Masyarakat 
Miskin yang 
memiliki 
jaminan 
kesehatan 

Orang 208924 
Jiwa 

12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                
18,727,767,051  

    19. Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Hipertensi  

Jumlah 
Penderita 
Hipertensi yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Sesuai Standar 

Orang 544 
Orang 

12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                      
442,846,520  

5 Dinas Pangan 
dan Perikanan 

Pengelolaan 
Perikanan 
Tangkap 

1. Pengelolaan 
Penangkapan 
Ikan di Wilayah 
Sungai, Danau, 
Waduk, Rawa, 
dan Genangan 
Air Lainnya yang 
Dapat 
Diusahakan 
dalam 1 (Satu) 
Daerah 
Kabupaten/ 
Kota 
 

Penyediaan Prasarana 
Usaha Perikanan Tangkap 

Presentase unit 
sarana 
pendukung 
pengelolaan 
penangkapan 
ikan yang 
berfungsi 

Persen 15% 2 Desa                       
112,538,874  

2. Pemberdayaan 
Nelayan Kecil 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengembangan Kapasitas 
Nelayan Kecil 

Jumlah 
Kelompok 

Kelompok 4 
Kelompok 

4 Desa                       
155,650,000  
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Pengelolaan 
Perikanan 
Budidaya 

Pemberdayaan 
Pembudi Daya 
Ikan Kecil 

Pengembangan Kapasitas 
Pembudi daya ikan kecil 

Jumlah 
kelompok 
pemberdayaan 
perikanan 
budidaya 

kelompok 2 
Kelompok 

1 Desa                         
26,999,800  

6 Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

Penempatan 
Tenaga Kerja 

Pengelolaan 
Informasi Pasar 
Kerja 

Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari 
Kerja 
yang 
Mendapatkan 
Pekerjaan 
Melalui Job 
Fair/Bursa 
Kerja 

Orang 60 Orang 12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                          
4,999,600  

7 Dinas PPO Pengembangan 
Kapasitas daya 
Saing 
Kepemudaan 

Penyadaran, 
Pemberdayaan, 
dan 
Pengembangan 
Pemuda 
dan 
Kepemudaan 
Terhadap 
Pemuda Pelopor 
Kabupaten/Kota
, Wirausaha 
Muda Pemula, 
dan Pemuda 
Kader 
Kabupaten/Kota 

1. Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Penyelenggaraan 
Peningkatan 
Kapasitas Daya Saing 
Pemuda Pelopor 

Jumlah Pemuda 
Pelopor 
Kabupaten/Kota 
dari Seluruh 
Kecamatan yang 
Ditingkatkan 
Kapasitas Daya 
Saingnya 

Orang 40 orang 12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                      
889,723,000  

  2. Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Penyelenggaraan 
Peningkatan 
Kapasitas Daya Saing 
Wira Usaha Pemula 

Jumlah 
Wirausaha 
Pemuda 
Kabupaten/Kota 
dari 
Seluruh 
Kecamatan 
yang 
Ditingkatkan 
Kapasitas Daya 
Saingnya 

Orang 40 orang 12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                      
242,657,100  
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8 Dinas 
Kependuduka
n dan Catatan 
Sipil 

Pencatan Sipil Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

Peningkatan dalam 
Pelayanan Pencatatan 
Sipil  

Jumlah 
Penduduk yang 
mendapatkan 
pelayanan 
Pencatatan 
Sipil 

Orang 20000 12 Kecamatan 
se Kab. 
Manggarai 
Timur 

                      
136,575,000  
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Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 14 Program yang akan dilaksanakan di 

Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 

antara lain: 

1. Program Rehabilitasi Sosial; 

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 

3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air; 

4. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum; 

5. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah; 

6. Program Penyelenggaraan Jalan; 

7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; 

8. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; 

9. Program Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat; 

10. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; 

11. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; 

12. Program Penempatan Tenaga Kerja; 

13. Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan; 

14. Program Pencatan Sipil. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten 

Manggarai Timur, merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten 

Manggarai Timur dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat untuk 

percepatan Penanggulangan kemiskinan di daerah. 

 

Dokumen ini memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target 

pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam 

komitmen global yang tertuang dalam Millenium Development Goal’s (MDG’s), serta 

arahan perencanaan nasional (RPJPN dan RPJMN) dan arahan perencanaan 

pembangunan di tingkat daerah (RPJPD dan RPJMD), serta penjabaran dari dokumen 

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sehingga perencanaan yang 

telah tertuang dalam dokumen ini perlu dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

serta pengevaluasian program/kegiatan penangulangan kemiskinan di Kabupaten 

Manggarai Timur. 

4.1 Kesimpulan 

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan kemiskinan ini dibuat 

untuk menghasilkan program dan kegiatan serta Lokasi Prioritas untuk 

pelaksanaan upaya Percepatan Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Manggarai Timur. 

4.2 Saran 

Perlu adanya komitment dari semua pihak untuk mendukung pelaksanaan 

sinergitas program–program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Manggarai 

Timur agar target pencapaian kemiskinan yang sudah direncankan dapat tercapai.. 
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